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ABSTRAK - Dalam era digital, akses informasi yang lancar sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang didirikan berdasarkan UU Penyiaran tahun 2002, berkomitmen untuk
menyampaikan informasi kepada publik, mengembangkan industri penyiaran, dan memastikan penyiaran berkualitas
sesuai ideologi bangsa. KPI mengembangkan layanan informasi publik berbasis website untuk meningkatkan
keterbukaan dan efisiensi komunikasi. Website ini tidak hanya menyebarkan informasi secara luas dan cepat tetapi
juga menyediakan platform interaktif untuk partisipasi publik. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kualitas
dan efektivitas layanan informasi dari berbagai lembaga. Beberapa website kurang ramah pengguna, sulit diakses,
atau tidak relevan. Penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi, terutama website yang dirancang baik, dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. KPI, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID), berinisiatif mengembangkan layanan informasi publik berbasis website untuk memastikan
akses mudah dan transparan bagi masyarakat. Pengembangan ini melibatkan perencanaan strategis, pemilihan
teknologi seperti Bootstrap dan Figma, serta metode Waterfall. Hasilnya menunjukkan peningkatan transparansi dan
aksesibilitas informasi publik, dengan website yang memudahkan pengguna dalam mengakses informasi penting dan
relevan.

Kata Kunci - Informasi Publik, PPID, Waterfall, Website

Development Of Website Based Public Information Services PPID
Indonesia Broadcasting Commission

ABSTRACT - In the digital era, seamless access to information is essential for transparency and accountability. The
Indonesian Broadcasting Commission (KPI), established under the Broadcasting Law of 2002, is committed to
delivering information to the public, developing the broadcasting industry, and ensuring quality broadcasting in line
with the nation's ideology. KPI developed a website-based public information service to improve transparency and
communication efficiency. The website not only disseminates information widely and quickly but also provides an
interactive platform for public participation. However, there are still gaps in the quality and effectiveness of information
services from various institutions. Some websites are less user-friendly, difficult to access, or irrelevant. Research
shows that information technology, especially well-designed websites, can improve government transparency and
accountability. KPI, through its Information Management and Documentation Officer (PPID), took the initiative to
develop a website-based public information service to ensure easy and transparent access for the public. The
development involved strategic planning, technology selection such as Bootstrap and Figma, and the Waterfall method.
The results show an increase in transparency and accessibility of public information, with a website that makes it easier
for users to access important and relevant information.

Keywords - Public Information, PPID, Waterfall, Website.

akses informasi menjadi indikator penting dalam
transparansi dan akuntabilitas. Komisi Penyiaran
Di era digital saat ini, ketersediaan dan kelancaran  [ndonesia (KPI) merupakan lembaga negara

1. PENDAHULUAN
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independen yang bertujuan menjamin penyampaian
informasi kepada masyarakat, menumbuhkan
industri penyiaran di Indonesia, dan mewujudkan
penyiaran berkualitas berdasarkan ideologi bangsa.
KPI dibentuk berdasarkan UU Penyiaran pada tahun
2002 [1].

Pengembangan layanan informasi publik berbasis
website merupakan langkah strategis untuk
meningkatkan keterbukaan, aksesibilitas, dan
efisiensi dalam komunikasi kepada masyarakat[2].
Website sebagai platform digital menyediakan
kesempatan bagi lembaga independen untuk
menyebarkan informasi secara luas dan cepat, sambil
menyediakan wadah interaktif yang memungkinkan
masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam
diskusi publik dan pengambilan keputusan [3].
Melalui pendekatan ini, diharapkan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik
dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan tuntutan
zaman yang mengedepankan kecepatan dan
kemudahan akses informasi [4].

Meskipun banyaknya pengembangan website
oleh lembaga independen, masih terdapat
kesenjangan dalam hal kualitas dan efektivitas
layanan informasi yang disediakan. Beberapa
website mungkin kurang user-friendly, sulit diakses,
atau kurang memuat informasi yang relevan bagi
masyarakat. Oleh karena itu, masih diperlukan
upaya untuk mengembangkan layanan informasi
publik berbasis website yang lebih baik [5].

Penelitian oleh Chun et al. (2010) dalam jurnal
yang berjudul mengenai "Government Information
Quarterly" mengungkapkan bahwa penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK),
khususnya website, secara signifikan meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa website
pemerintah yang dirancang dengan baik dapat
menyediakan akses informasi yang lebih cepat dan
mudah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan .

Studi oleh Bertot, Jaeger, dan Grimes (2010) juga
dalam  "Government Information Quarterly"
menegaskan bahwa pengembangan portal informasi
publik yang efisien sangat penting untuk
meningkatkan transparansi pemerintah. Mereka
menekankan bahwa portal yang interaktif dan user-
friendly dapat mengurangi kesenjangan informasi
antara pemerintah dan masyarakat, serta
memfasilitasi keterlibatan publik dalam kebijakan
dan layanan publik . Melalui dukungan penelitian
ini, inisiatif KPI dalam mengembangkan layanan
informasi berbasis website diharapkan dapat
menciptakan sistem informasi yang lebih efektif,
transparan, dan akuntabel.

Dalam wupaya meningkatkan aksesibilitas dan
transparansi informasi kepada masyarakat, Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI) melalui Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) berinisiatif
mengembangkan layanan informasi publik yang
berbasis website. Inisiatif ini sejalan dengan peran
utama PPID yang bertanggung jawab atas
pengelolaan dan penyediaan dokumen serta
informasi institusional yang dapat diakses oleh
publik.[6] Penelitian ini bertujuan untuk memastikan
bahwa informasi yang relevan dan penting dapat
dengan mudah diakses oleh semua lapisan
masyarakat, sekaligus memenuhi kebutuhan akan
transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih
besar [7].

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam perencanaan pengembangan website
layanan informasi publik, penulis mengambil
langkah awal dengan mengidentifikasi tujuan dan
sasaran, melibatkan perencanaan strategis untuk
memahami kebutuhan pengguna dan merancang
struktur informasi. Pemilihan teknologi dan platform
juga menjadi fokus utama untuk memastikan solusi
yang sesuai dengan permasalahan di lapangan [8][9].
Peneliti memutuskan untuk melakukan sebuah
pengembangan website menggunakan framework
Bootstrap [10]. Selain itu, penulis melakukan analisis
kebutuhan dengan mengidentifikasi data dan konten
untuk memenuhi tujuan project. Keseluruhan, tahap
ini menjadi dasar kuat untuk membangun solusi
informasi publik yang sesuai dengan kebutuhan [11]
[12].

Dalam proses pengembangan website layanan
informasi publik, penulis menggunakan perangkat
lunak desain Ul yang bernama Figma [13]. Dengan
menggunakan perangkat lunak yakni Figma, proses
perancangan antarmuka pengguna (UI) menjadi
lebih efisien dan kolaboratif [14] [15]. Penulis
merancang antarmuka yang responsif dan ramah
pengguna, dengan mempertimbangkan estetika
visual yang menarik dan identitas merek yang
konsisten. Penggunaan Figma memungkinkan
penulis untuk dengan mudah membuat desain
visual, membuat prototipe interaktif, dan
berkolaborasi dengan tim pengembangan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam
pengembangan sistem ini adalah metode Waterfall.
Metode Waterfall merupakan salah satu model dalam
SDLC (Software Development Live Cycle) yang sangat
sederhana dan mudah untuk dipahami maupun
digunakan dalam sebuah pengembangan website
atau sistem. [16] selanjutnya digambarkan pada
Gambear 1. Pada Metode Waterfall terdapat beberapa
tahapan yang masing-masing memiliki ciri khas yang
berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Tahapan-
tahapan tersebut sesuai dengan istilah Waterfall
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yakni bermakna air terjun dimana proses tersebut
diawali dari hulu dan diakhiri di tahap hilir.

Analisa
Kebutuhan | ,
AN Desain
Sistem |
N

Implementasi 4/

Integrasi dan
Pengujian

¥

N
Pemeliharaan

Gambar 1. Metode Waterfall

3.1. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan atau yang sering
dikenal dengan analisis kebutuhan merupakan tahap
awal yang penting bagi peneliti dalam rangka
melakukan pengembangan sistem. Pada tahap ini,
fokus utama peneliti adalah memahami secara
menyeluruh kebutuhan layanan informasi publik
yang perlu dipenuhi dalam pengembangan layanan
informasi publik berbasis website.[17]

3.2. Desain Sistem

Pada tahap desain, persyaratan yang telah
diidentifikasi dari tahap analisis kebutuhan
dijabarkan lebih lanjut untuk membuat struktur
teknis yang terperinci. Struktur ini berfungsi sebagai
dasar yang kuat untuk mengimplementasikan
website yang akan dikembangkan secara efektif [18].

3.3. Implementasi

Penelitian ini melibatkan proses mengubah
konsep dan desain ke dalam bahasa pemrograman
bootstrap. Peneliti mengimplementasikan desain
yang telah disepakati dan mengembangkan situs
web sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan
sebelumnya [19].

3.4. Integrasi dan Pengujian

Pada penelitian ini dilakukan evaluasi terhadap
website yang telah dikembangkan (develop) dengan
menggunakan User Acceptance Testing (UAT) [20].
Evaluasi dilakukan dalam rangka untuk menjaga
kualitas dari aplikasi yang dikembangkan.

3.5. Pemeliharaan

Tahap pemeliharaan adalah prosesyang
dilakukan secara berkelanjutan. Dalam sebuah siklus
hidup perangkat lunak dimana situs web yang telah
berhasil dikembangkan selalu dipantau serta diamati
dan diperbarui untuk beradaptasi dengan perubahan

yang diperlukan, untuk memastikan
informasi publik yang berkelanjutan [21].

layanan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 2. Use Case Diagram

Berdasarkan Gambar 2 disajikan sebuah diagram
yang menggambarkan proses permohonan informasi
di Sistem PPID KPI Pusat. Pemohon informasi
memulai proses dengan mendapatkan informasi. Jika
pemohon tidak puas dengan informasi yang
diberikan, mereka dapat mengajukan keberatan
informasi. Dalam proses ini, pemohon juga dapat
mengajukan permohonan informasi atau meminta
penjelasan tambahan dari sistem. Setelah penjelasan
diberikan, pemohon dapat mengajukan keberatan
jika mereka masih belum puas dengan informasi
yang diberikan. Admin PPID KPI Pusat berperan
dalam menerima dan memproses penjelasan terkait
keberatan informasi. Admin hanya akan menerima
keberatan jika pemohon menyatakan ketidakpuasan
setelah mendapatkan penjelasan. Dalam tahap akhir,
admin memproses penjelasan keberatan yang
diajukan oleh pemohon. Diagram ini menunjukkan
bagaimana berbagai langkah dalam proses
permohonan informasi saling terhubung, termasuk
bagaimana pemohon dapat meminta penjelasan lebih
lanjut dan mengajukan keberatan jika diperlukan.

Pemohon Informasi
|

Mengajukan Permohonan Informasi ke PPID KPI Pusat ‘

tidak

\/Pum; dengan Informasi
[ N v
\ /
R

Mendapatkan Informasi|

JM(‘ngajulmn Keberatan Informasi ‘

o 41;
Memberikan Penjelasan

Admin PPID KPI Pusat Menerima Penjelasan

N\

Gambar 3. Flowchart Permohonan Informasi
Berdasarkan Gambar 3 disajikan sebuah

flowchart menggambarkan alur permohonan
informasi pada PPID KPI Pusat. Proses dimulai
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dengan Pemohon Informasi yang mengajukan
permohonan informasi ke PPID KPI Pusat. Setelah
permohonan diajukan, jika Pemohon Informasi
merasa puas dengan informasi yang diberikan, maka
proses selesai dengan Pemohon mendapatkan
informasi. Namun, jika Pemohon tidak puas dengan
informasi yang diberikan, Pemohon dapat
mengajukan keberatan informasi. Selanjutnya, pihak
PPID KPI Pusat akan memberikan penjelasan terkait
keberatan tersebut. Apabila penjelasan diterima oleh
Pemohon, maka Admin PPID KPI Pusat akan
mencatat bahwa penjelasan telah diterima, dan
proses pun selesai.

4.1. Perencanaan Konsep dan Analisis Kebutuhan

Dalam perencanaan pengembangan website
layanan informasi publik, penulis mengambil
langkah awal dengan mengidentifikasi tujuan dan
sasaran, melibatkan perencanaan strategis untuk
memahami kebutuhan pengguna dan merancang
struktur informasi. Pemilihan teknologi dan platform
juga menjadi fokus utama untuk memastikan solusi
yang sesuai. Penulis memutuskan mengembangkan
website menggunakan framework Bootstrap. Selain itu,
penulis melakukan analisis kebutuhan dengan
mengidentifikasi data dan konten untuk memenuhi
tujuan project. Keseluruhan, tahap ini menjadi dasar
kuat untuk membangun solusi informasi publik yang
sesuai dengan kebutuhan.

4.2. Design Ul

Dalam proses pengembangan website layanan
informasi publik, penulis menggunakan perangkat
lunak desain Ul yang bernama Figma. Dengan
menggunakan  Figma,  proses  perancangan
antarmuka pengguna (UI) menjadi lebih efisien dan
kolaboratif. Penulis merancang antarmuka yang
responsif ~dan ramah  pengguna, dengan
mempertimbangkan estetika visual yang menarik
dan identitas merek yang konsisten. Penggunaan
Figma memungkinkan penulis untuk dengan mudah
membuat desain visual, membuat prototipe
interaktif, ~dan  berkolaborasi dengan tim
pengembangan. Berikut adalah gambar design dalam
Figma.

&% aw

‘zark R

Gambar 4. Design Ul dalam Figma

4.3. Pengembangan

Dalam tahap pengembangan website layanan
informasi publik, fokus utama penulis adalah
mengimplementasikan design yang telah dibuat ke
dalam kode yang berfungsi. Selama proses ini, aspek-
aspek teknis dan fungsional website benar-benar
diperhatikan dengan cermat, dan pengembang
berupaya memastikan bahwa semua fitur berjalan
sesuai yang diinginkan. Berikut adalah hasil dari
pengembangan yang telah dilakukan

Layanan Informasi Publik
KOMISI PENYIARAN
INDONESIA

Gambar 5. Halaman Home Website

Halaman home dari website Layanan Informasi
Publik PPID dirancang untuk memberikan
pengalaman pengguna yang efisien dan informatif.
Dengan menyusun menu bar yang terstruktur dan
informatif, halaman home ini memudahkan
pengguna dalam mengakses informasi publik,
meningkatkan transparansi, dan memberikan
pengalaman pengguna yang memuaskan ketika
mengunjungi website PPID Komisi Penyiaran
Indonesia.

DATA

VIS! & MISI PPID
KOMIS!I PENYIARAN
INDONESIA

Gambar 6. Halaman Data Informasi Publik

Di bawah halaman utama website, pada gambar
6. terdapat data informasi publik yang memberikan
informasi rinci tentang data publik yang terdiri atas
informasi berkala, informasi setiap saat, dan
informasi serta merta. Dengan penekanan pada
transparansi dan  keterbukaan, gambar ini
memberikan gambaran yang jelas mengenai
komitmen KPI untuk memberikan informasi yang
relevan dan bermanfaat kepada masyarakat.
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STRUKTUR

Gambar 7. Halaman Struktur PPID

Pada Gambar 7 dijelaskan terkait dengan struktur
PPID pada website Layanan Informasi Publik (PPID)

Komisi  Penyiaran  Indonesia =~ memberikan
pemahaman yang jelas tentang organisasi dan
pembagian tugas di dalam unit PPID.

Pengembangan yang dilakukan pada struktur PPID
ini adalah mengembangkan design menjadi kode
pemrograman, pengembang dapat menjelajahi
sejumlah langkah dan aspek pengembangan yang
melibatkan transformasi konsep visual menjadi
implementasi teknis dalam bentuk kode.

Data Layanan Publik

Gambar 8. Halaman Data Layanan Publik

Pada Gambar 8 disajikan data Layanan Publik
pada website Layanan Informasi Publik (PPID)
Komisi Penyiaran Indonesia menyajikan akumulasi
informasi publik dengan jelas dan ringkas. Terdapat
statistik jumlah informasi yang telah diakses dan
disediakan kepada masyarakat melalui layanan
publik PPID. Angka-angka ini mencerminkan
komitmen PPID dalam memberikan akses terbuka
dan transparan terhadap informasi yang dimilikinya.
Dengan memvisualisasikan akumulasi ini, gambar
tersebut menjadi indikator keterbukaan dan
ketersediaan informasi publik yang dapat
memberikan gambaran langsung kepada pengguna
mengenai sejauh mana PPID Komisi Penyiaran
Indonesia telah memenuhi tugasnya sebagai
pengelola informasi yang bersifat publik.

ALUR

£y
:-anl:‘ ‘L .'

é-)m.

Pemohon Informasi

'y

Keberatan Informasi

Gambar 9. Alur PPID

Pada Gambar 9 disajikan alur PPID pada website
Layanan Informasi Publik (PPID) Komisi Penyiaran
Indonesia menggambarkan dengan jelas proses alur
permohonan informasi publik. Alur PPID ini
didesign sendiri karena design sebelumnya berupa
design visual, dengan menggunakan Figma
pengembang mengembangkan design tersebut
menjadi bentuk Illustrations agar tampilan menjadi
lebih menarik dan modern yang melibatkan
transformasi dan penerapan dimensi tambahan,
membawa objek ke tingkat yang lebih mendalam dan
realistis.

Gambar 10. Halaman Footer Website

Di bagian footer website Layanan Informasi
Publik PPID Komisi Penyiaran Indonesia, terdapat
kumpulan informasi yang dapat memberikan
pemahaman tambahan dan navigasi yang berguna
bagi pengguna. Footer ini dirancang untuk
meningkatkan keterhubungan dan keterbukaan
antara PPID dan masyarakat.

5. SIMPULAN

Dalam era digital saat ini, akses informasi yang
lancar dan mudah merupakan faktor penting untuk
menjamin transparansi dan akuntabilitas. Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI), sebuah lembaga negara
independen yang berperan dalam rangka untuk
memastikan penyampaian informasi kepada publik,
mengembangkan industri pada bidang penyiaran,
dan mewujudkan penyiaran berkualitas sesuai
ideologi bangsa. Website yang dikembangkan pada
penelitian ini tidak hanya memungkinkan
penyebaran informasi yang luas dan cepat tetapi juga
menyediakan platform interaktif bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan diskusi
publik dan pengambilan keputusan. Meskipun
demikian, terdapat tantangan dalam hal kualitas dan
efektivitas layanan informasi yang disediakan oleh
website berbagai lembaga. Pada penelitian ini
menunjukkan  bahwa  penggunaan teknologi
informasi, khususnya website yang dirancang
dengan baik, dapat meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas ~ pemerintahan.  Sejalan  dengan
dilakukannya penelitian ini, KPI melalui Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
berinisiatif mengembangkan layanan informasi
publik berbasis website. Inisiatif ini bertujuan
memastikan informasi yang relevan dapat diakses
dengan mudah oleh masyarakat, sekaligus
memenuhi kebutuhan akan transparansi dan
akuntabilitas publik. Dalam pengembangan website
ini, langkah awal vyang diambil adalah
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tujuan dan sasaran melalui

perencanaan strategis yang memahami kebutuhan
pengguna dan merancang struktur informasi yang

sesuai.

Hasil pengembangan  menunjukkan

peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi
publik, dengan struktur website yang memudahkan
pengguna dalam mengakses informasi penting dan
relevan.
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